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ABSTRAK

PERAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
DALAM MENENTUKAN TERJADINYA TINDAKAN
MALPRAKTEK DOKTER

Oleh
Sultan Taupik

Apabila seorang dokter telah melakukan malpraktek atau kesalahan
professional, maka secara teoritis hukum pidana, tindakan dokter tersebut dapat
dikatakan oleh melakukan suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peran majelis kehormatan etik
kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter, dan juga untuk
menegathui dan memahami kegunaan rekomendasi majelis kehoramatan etik
kedokteran dalam hal terjadinya malpraktek dokter.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami peran Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter adalah: tidak
hanya terbatas pada masalah-masalah pelanggaran etik kedokteran saja, juga
mempunyai hak untuk menilai masalah malpraktek. Apabila terjadinya pelanggaran
etik maka MKEK akan meberikan peringatan secara lisan atau tertulis> MKEK
bukan merupakan badan pemutus perkara malpraktek.

Kegunaan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam hal
ternyadinya malpraktek dokter adalah: sangatlah diperlukan untuk menentukan
apakah ada malpraktek dokter atau kesalahan dokter dengan indikasi atau bukan
indikasi medis yang menybabkan kematian atau cideranya seseorang. Dalam hal ini
MKEK melakukan penelitian mengenai kesalahan prosedur atau pelanggaran standar
profesi yanga da, maka rekomendasi in merupakan lagkah awal untuk melakukan
penyelidikan, namun tidak ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran profesi,
bukan berari penyidik tidak dapat melakukan penyelidikan.

Kata Kunci : Peran MKEK dalam menentukan malpraktek
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BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hampir dapat dipastikan tidak terlepas
dari kebutuhan akan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani,
karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan essensial bagi manusia, sebagai
kondisi untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari, selain itu dalam kehidupan
bermasyarakat manusia juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan hukum.

Untuk merealisasikan kebutuhan akan kesehatan sudah tentu manusia harus
berhubungan dengan manusia lain, yang dalam hal ini ialah seorang ahli dalam
bidang kesehatan yang meliputi tenaga medis (dokter ahli, dokter umum, dokter gigi,
da lain-lain) atau dengan tenaga para medis perawat (pefiata rawat, perawat
kesehatan, bidan, perawat khusus).!

Antara manusia yang membutuhkan kesehatan yaitu pasien dengan seorang
dokter di dalam proses pelayanan kesehatan, pada saat itulah terjadi hubungan hukum
satu sama lain (rechtbetrekking). Hubungan hukum itu ialah hubungan-hubungan
dalam hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban.?

Dalam ilmu kedokteran hubungan antara dokter dan pasien umumnya

berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif pasif, dalam hubungan tersebut hanya

1Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan), Ind-Hill-Co,
Bandung, 1989, him. 184

2purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi lImu Hukum dan Tata Hukum,
Alumni, andung, 1989, him. 43



terlihat superioritas dokter terhadap pasien, dan hanya ada kegiatan pihak dokter
sedangkan pasien tetap pasif.®

Adakalanya seorang dokter dalam proses pelayanan kesehatan, karena
sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan sering dalam tindakan
medisnya dokter tersebut melakukan kelalaian dengan tidak sengaja yang seharusnya
tidak patut dilakukan oleh seorang ahli yang dalam dunia medis tindakan tersebut
mengakibatkan sesuatu yang fatal, seperti misalnya meninggal, cacat, lumpuh, buta
dan lain sebagainya.

Apabila kesalahan dilakukan seorang dokter, maka dokter tersebut telah
melakukan apa yang dinamakan dengan istilah malpraktek atau kesalahan
professional atau disebut juga a part from a dispute between doctor and pattent over
the standard of medical care.*

Tindakan dokter yang tidak menguntungkan ini merupakan akibat dari:

1. Tidak mengetahui atau kekurangan pengetahuan

2. Tidak melakukan pemeriksaan yang jeli sebelumnya atau,

3. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar profesi seorang dokter
menurut situasi dimana tindakan itu dilakukan.

Standar profesi diartikan sebagai tindakan yang memenuhi pengetahuan yang

biasanya dimiliki seorang dokter (Avarage) dalam bidang kedokteran tersebut,’

3Danny Wiradhara, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996,
him. 42

“Bernard Knight, Legal Aspek Of Medical Pratice, Chulcill Livingstone, Edenburgh London
and New York, 1991

>Ninik Maryati, Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Bina
ksara, Jakarta, 1998, him. 36



sedangkan penyimpangan standar profesi medis dapat terjadi karena indikasi medis
yang tidak jelas dan atau prosedur tindakan medis yang tidak sesuai standar.®

Apabila seorang dokter telah melakukan malpraktek atau kesalahan
professional, maka secara teoritis hukum pidana, tindakan dokter tersebut dapat
dikatakan telah melakukan suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana, hal ini
disebabkan telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana, yakni:

a. Adanya sikap tindak atau perilaku manusia
b. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana
c. Melanggar  hukum  kecuali  bila ada  unsur  pembenaran

(rechtvaardigingsgronden) didasakan pada kesalahan, kecuali ada unsur

peniadaan kesalahan (schulduitslutingsgronden).’

Menurut hukum pidana, bila seorang telah melakukan suatu peristiwa pidana
atau perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut hendaknya diselesaikan
dengan hukum pidana dan orang tersebut harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya, tanpa melihat status sosial orang tersebut.

Dalam kenyataannya apabila terjadi kasus malpraktek sering kali kasus
tersebut tidak terselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terjadi
karena:

a. Kurangnya pengetahuan aparat hukum untuk menilai apakah persoalan itu

merupakan malpraktek atau bukan.

5Danny Wiradharma, Op. Cit, him. 92
’Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Op. Cit, him. 8



Dalam hal ini aparat hukum tidak begitu mengerti dengan persoalan yang
menyangkut malpraktek dikarenakan permasalahannya tidak pernah tuntas.
Sehingga membuat aparat hukum bingung untuk menilai permasalahan
tersebut.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya masih

banyak yang tabu dengan permasalahan hukum, jadi apabila masyarakat

tersebut mengalami kasus seperti ini, masyarakat tidak mau ambl pusing
dengan persoalan yang menurutnya terlalu susah.
c. Keengganan masyarakat untuk memperpanjang kasus malpraktek.

Seperti diketahui tidak semua masyarakat yang paham betul tentang

perbuatan malpraktek ini dengan begitu masyarakat beranggapan bahwa

kasus seperti ini terlalu berbelit-belit dalam penyelesaiannya. Apalagi
dikalangan masyarakat menengah ke bawabh, tidak terlalu mengerti tentang
hukum.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik
untuk mengkajinya lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam
tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERAN MAJELIS KEHORMATAN
ETIK KEDOKTERAN DALAM MENENTUKAN TERJADINYA TINDAKAN

MALPRAKTEK DOKTER ”



B. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan
terjadinya tindakan malpraktek dokter ?
2. Apakah kegunaan rekomendasi majelis kehormatan etik kedokteran dalam

hal terjadinya malpraktek dokter ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya
tindakan malpraktek dokter , tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-
hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran majelis kehormatan etik
kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter.

2. Untuk mengetahui dan memahami kegunaan rekomendasi majelis
kehormatan etik kedokteran dalam hal terjadinya malpraktek dokter.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran

yang dipersembahkan kepada almamater.



D. Defenisi Konseptual
Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang
memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan
dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta
untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan
penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai
berikut:
1. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak
dan kewajiban moral (akhlak).®
2. Etika kedokteran mempunyai dua sisi dimana satu sama lain saling berkaitan
dan saling mempengaruhi. Kedua sisi tersebut adalah:
Pertama: Etik jabatan atau yang dikenal dengan istilah medical ethics, yaitu
menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap
sejawatnya, sikap dokter terhadap para pembantunya dan sikap dokter
terhadap masyarakat dan pemerintah
Kedua: Etik asuhan atau dikenal dengan sebutan etiscs of the medical care
yaitu merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai
sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi

tanggungjawabnya.®

8Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1991, him. 271

9Suahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga
Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung, 2008, him. 137



3. Malpraktek berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan kata “praktek”
yang berarti tindakan. Jadi mal praktek adalah suatu tindakan atau praktek

yang buruk.®

E. Metode Penelitian
Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsp hukum,
terutama yang bersangkut paut dengan peran majelis kehormatan etik kedokteran
dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter, maka jenis penelitiannya
adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan
tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.
e Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan
peraturan yang beraku

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para
ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasaahan dalam
skripsi ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa,

ensiklopedia, dan lainnya.

vGunawan, Memahami Etika Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta, 1991, him. 61



e Teknik pengolahan data
Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data
yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan
editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai
kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari
kekurangan dan kesalahan.

e Analisa data
Analisa data dilakukan secara kualitaitf yang dipergnakan untuk mengkaji
spek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif
analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan
menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan

yang bersifat umum.*!

F. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan
tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup
dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika

penulisan.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
him. 129



Bab. Il. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai pengertian profesi dokter, kode etik kedokteran, pengertian
malpraktek, kriteria menilai dan membuktikan malpraktek, sumber
perbuatan malpraktek, kedudukan dan tugas majelis kehormatan etik
kedokteran.

Bab. I11l. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus
menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai peran
majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan
malpraktek dokter, dan juga mengenai kegunaan rekomendasi majelis
kehormatan etik kedokteran dalam hal terjadinya malpraktek dokter.

Bab. 1V. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini
yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran
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